
 
 

 

 
 

GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN 
 

PERATURAN GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN 
 

NOMOR 2 TAHUN 2026 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2026 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN, 

Menimbang  : a. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 18 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, 
Perlu Ditetapkan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2026 Sebagai Landasan Operasional 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 



 
 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas 
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 



 
 

Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6736); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
6757); 

11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang 
Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 43); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantauan Keuangan Partial Politik   (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



 
 

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2018  tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6224); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan 
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang 
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk 
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan 
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6731); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Insvestasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 



 
 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 431); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 

32. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil verifikasi dan vallidasi Pemutakhiran 
Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan; 

33. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 

34. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2026 

 
 

Pasal 1 
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, 
belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 
 

 
Pasal 2 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar 
Rp.1.305.309.981.678,00 Dengan rincian sebagai berikut : 

 
a. Pendapatan Sebesar Rp.1.214.329.187.896,00 
b.  Belanja Sebesar Rp.1.295.309.981.678,00 
c. Pembiayaan 

- Penerimaan Sebesar Rp.90.980.793.782,00 
- Pengeluaran Sebesar Rp.10.000.000.000,00 
- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.00,00 



 
 

Pasal 3 
 
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud   dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari: 
 
a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD  yang  Diklasifikasi  Menurut 

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
 

b.  Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 
jenis, objek rincian objek pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; 

 
c. Lampiran  III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Hibah; 
 
d.  Lampiran IV    Daftar Nama Penerima, Alamat penerima, dan Besaran 

bantuan Sosial; 
 
e.  Lampiran V  Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan 

Pemerintahan Daerah , Organisasi , Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian objek 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

 
f. Lampiran VI    Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak bumi dan 

pertambangan gas alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, 
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, 
dan rincian objek pendapat belanja dan pembiayaan; 

 
g.  Lampiran VII   Rincian Dana tambahan infrastruktur menurut Urusan 

Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

 
h. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam 

rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Rancangan 
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan 
Program prioritas nasional. 

 
 

Pasal 4 
 

 Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 
 

Pasal 5 
 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 



 
 

Pasal 6 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua 
Pegunungan. 
 

Ditetapkan di Wamena 
 pada tanggal  07 Januari 2026     

 
GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN, 

 
 

 
  
 
   JOHN TABO 

 
Diundangkan di Wamena 
Pada tanggal   

 
 

 
 

 
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, 
 
 
 
 
WASUOK DEMIANUS SIEP 
 
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2026 NOMOR  
 


